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ABSTRACT
The digital transformation of the financial services sector, particularly within Sharia banking, has brought about significant changes that reshape transaction patterns, the relationship between consumers and financial institutions, and the legal frameworks that support them. While digitalization promotes efficiency, financial inclusion, and accessibility, it also introduces new vulnerabilities technical, contractual, and related to compliance with Sharia principles that may adversely affect consumers. This conceptual article is based on a literature review of 30 national and international scholarly articles published in the last five years, focusing on consumer protection, digital financial services, and Sharia legal ethical principles. Employing a normative-juridical approach and conceptual analysis, the study explores the intersection of consumer protection regulations, the values of maqāṣid al-sharī‘ah, and emerging legal challenges within the digital financial landscape. The findings indicate a critical need to reconstruct the paradigm of consumer protection in digital Sharia banking. This reconstruction must transcend formal legal approaches by integrating principles of contractual justice, digital transparency, institutional accountability, and adaptive Sharia ethics. Consequently, consumer protection must be designed not only to respond to digital risks but also to prevent them while remaining consistent with the foundational tenets of Islamic law.


	
	ABSTRAK
Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan, khususnya perbankan syariah, telah membawa perubahan signifikan yang merekonstruksi pola transaksi, relasi antara nasabah dan lembaga, serta kerangka hukum yang mendasarinya. Digitalisasi memang mendorong efisiensi, inklusi keuangan, dan kemudahan akses, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai kerentanan baik dari aspek teknis, kontraktual, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berpotensi merugikan nasabah. Artikel ini merupakan kajian konseptual berbasis studi literatur yang mereview 30 artikel ilmiah nasional dan internasional terbitan lima tahun terakhir yang berkaitan dengan perlindungan nasabah, digitalisasi layanan keuangan, serta prinsip-prinsip hukum dan etika syariah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis konseptual, kajian ini mengeksplorasi keterkaitan antara regulasi perlindungan konsumen, nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah, serta tantangan hukum yang timbul dalam ekosistem keuangan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonstruksi paradigma perlindungan nasabah dalam perbankan syariah digital sangat mendesak untuk dilakukan. Pendekatan perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan kontraktual, transparansi digital, akuntabilitas lembaga keuangan, serta nilai-nilai etika syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, perlindungan nasabah harus dirancang secara preventif, responsif, dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.



PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital dalam sektor perbankan telah membawa perubahan signifikan dalam cara bank beroperasi dan melayani nasabah. Dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, blockchain, dan internet of things (IoT), bank mampu meningkatkan efisiensi operasional, menawarkan layanan yang lebih personal, dan mempercepat proses transaksi. Namun, di balik manfaat tersebut, era digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan konsumen (Rizka Azizah et al., 2024).
Digitalisasi sektor perbankan merupakan dampak nyata dari Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penerapan teknologi canggih dalam layanan keuangan. Layanan seperti internet banking, mobile banking, dan dompet digital (e-wallet) memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, inovasi seperti pembayaran tanpa kontak (contactless payment), pinjaman berbasis aplikasi, dan platform investasi digital telah meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan perbankan secara signifikan (Azis et al., 2025).
Meskipun memberikan berbagai kemudahan, transformasi digital dalam perbankan juga membawa risiko hukum dan keamanan yang tidak dapat diabaikan. Isu-isu seperti keamanan data, privasi nasabah, ancaman kejahatan siber (cybercrime), serta potensi praktik perbankan yang tidak etis menjadi tantangan serius. Dalam konteks ini, regulasi perbankan memegang peran penting dalam memastikan perlindungan konsumen, menjaga integritas sistem keuangan, dan menciptakan ekosistem yang aman bagi seluruh pihak. Regulasi tersebut mencakup kepatuhan terhadap standar keuangan, transparansi pelaporan, manajemen risiko, serta kebijakan anti-pencucian uang (Keliat et al., 2024; Mollik & Majeed, 2025).
Masalah perlindungan konsumen dalam perbankan syariah juga semakin relevan seiring pertumbuhan industri keuangan syariah secara global. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menolak riba, gharar, dan spekulasi berlebihan, serta menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Namun demikian, menjaga agar perlindungan konsumen tetap sejalan dengan nilai-nilai tersebut di tengah pesatnya digitalisasi bukanlah hal yang mudah (Faris & Winario, 2024).
Layanan perbankan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan layanan konvensional. Meski demikian, layanan ini juga meningkatkan risiko, terutama terkait risiko operasional dan reputasi jika terjadi gangguan atau pelanggaran terhadap sistem digital (Tarigan & Paulus, 2019).
Meskipun berbagai studi telah membahas perlindungan konsumen dalam konteks perbankan digital secara umum, kajian yang secara khusus menyoroti perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah digital masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur cenderung menekankan aspek teknis dan regulatif dari perspektif hukum positif, tanpa secara mendalam mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah sebagai fondasi etik dan normatif (Ifwat Ishak & Mohammad Nasir, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan konseptual yang merekonstruksi paradigma perlindungan konsumen dalam perbankan syariah digital dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai hukum Islam.
Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode utama. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri, memilah, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan kontribusi teoretis dari penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dalam perbankan syariah digital. Dengan demikian, SLR tidak hanya memberikan landasan teoritik yang kokoh bagi diskusi konseptual, tetapi juga mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya yang cenderung bersifat parsial, fragmentaris, atau kurang mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam ke dalam pendekatan regulatif perlindungan konsumen.
Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi sektor perbankan syariah dalam menghadapi revolusi digital, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen. Fokus utama kajian ini adalah untuk menelaah dampak digitalisasi terhadap sistem perlindungan konsumen serta merumuskan model perlindungan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, artikel ini juga berupaya menganalisis potensi risiko dalam layanan keuangan digital dan menawarkan pendekatan regulatif yang dapat memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi digital berbasis syariah.
TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan Konsumen
Dalam konteks perbankan syariah digital, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga mengandung dimensi etika dan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan teknologi finansial telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru seperti risiko penyalahgunaan data pribadi, ketidakseimbangan informasi, serta kontrak digital yang kompleks dan minim transparansi. Oleh karena itu, konsep perlindungan konsumen dalam perbankan syariah digital harus diredefinisi agar responsif terhadap risiko digital dan sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah (Yusuf et al., 2022).
Perbankan Syariah 
Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, larangan riba, gharar, dan maisir. Bank syariah memainkan peran sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya mengejar keuntungan komersial, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (falāḥ). Dalam era digital, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah di tengah tekanan inovasi teknologi dan ekspektasi pasar (Rusydiana et al., n.d.). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik agar transformasi digital tidak mengaburkan substitusi nilai-nilai syariah. Hubungan antara perlindungan konsumen dan sistem perbankan syariah menjadi semakin erat, mengingat prinsip keadilan dan transparansi merupakan inti dari keduanya, yang perlu diperkuat dalam konteks digitalisasi.
Digitalisasi Finansial
Digitalisasi finansial mengacu pada integrasi teknologi digital dalam seluruh aspek layanan keuangan, termasuk dalam perbankan syariah. Proses ini mencakup penggunaan aplikasi mobile, transaksi nontunai, serta teknologi kecerdasan buatan untuk pelayanan nasabah. Meskipun membawa dampak positif berupa efisiensi, transparansi, dan perluasan inklusi keuangan, digitalisasi juga menimbulkan permasalahan hukum dan etika, seperti validitas akad dalam platform digital serta pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem otomatis (Ceasario & Nisa, 2024). Oleh karena itu, digitalisasi memerlukan kerangka hukum dan etika baru yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi sambil mempertahankan integritas syariah.
Dalam konteks ini, perlindungan konsumen dan keabsahan transaksi syariah digital tidak bisa dilepaskan dari pengawasan berbasis nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah.

Maqāṣid al-Sharī‘ah
Maqāṣid al-sharī‘ah adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan lima aspek utama: agama (dīn), jiwa (nafs), akal (ʿaql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Dalam konteks layanan keuangan digital, maqāṣid memberikan kerangka evaluatif untuk mengkaji kesesuaian sistem, produk, dan layanan terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat substantif. Penerapan maqāṣid dalam pengembangan perbankan syariah digital dinilai mampu memperkuat aspek etika, transparansi, dan keadilan, serta menjadi landasan normatif dalam pengambilan kebijakan (Aam Slamet Rusydiana & Mohammad Mahbubi Ali, 2022). Dengan demikian, maqāṣid bukan hanya menjadi prinsip normatif dalam fiqh, tetapi dapat dijadikan kerangka evaluasi dalam proses rekonstruksi hukum dan pengawasan layanan digital.
Rekonstruksi Hukum
Rekonstruksi hukum merujuk pada proses reformulasi sistem hukum agar relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks perbankan syariah digital, rekonstruksi hukum diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip klasik fiqh muamalah dan realitas transaksi kontemporer berbasis teknologi. Hal ini mencakup reinterpretasi akad, reformasi regulasi berbasis prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, serta penguatan sistem pengawasan syariah terhadap produk-produk digital. Rekonstruksi bertujuan membangun sistem hukum yang lebih preventif, adaptif, dan inklusif terhadap perkembangan zaman (Besar, 2013). Kebutuhan akan rekonstruksi hukum yang mendalam menjadi semakin penting, seiring meningkatnya kompleksitas risiko digital yang belum terakomodasi secara optimal dalam kerangka hukum syariah yang ada.
Integrasi Konsep dan Kesenjangan Literatur
Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen, perbankan syariah, digitalisasi finansial, maqāṣid al-sharī‘ah, dan rekonstruksi hukum adalah komponen-komponen saling terhubung yang membentuk satu kesatuan pemikiran. Namun demikian, belum banyak studi yang secara eksplisit menyatukan kelima elemen tersebut dalam satu kerangka konseptual. Terutama, pendekatan rekonstruksi hukum yang berbasis maqāṣid untuk perlindungan konsumen dalam perbankan syariah digital masih jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, artikel ini ditujukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual yang integratif dan solutif.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi literatur sistematis (systematic literature review) yang bertujuan untuk merekonstruksi perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah di era digitalisasi finansial. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi, dan mensintesis artikel-artikel ilmiah yang relevan secara sistematis, terstruktur, dan transparan. Tahapannya melalui beberapa proses yaitu mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan hasil penelitian dengan bukti yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Kitchenham et al., 2007).

Kriteria Inklusi dan Eksklusi
Proses pemilihan artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel diterbitkan pada rentang tahun 2015–2025, (2) artikel membahas topik terkait perlindungan konsumen dalam konteks perbankan syariah dan/atau digitalisasi finansial, (3) tersedia dalam bentuk akses terbuka (open access), (4) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta (5) dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional (SINTA 1–4) atau jurnal internasional bereputasi (DOAJ, Scopus, dan sejenisnya). Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, (2) artikel yang tidak dapat diakses secara penuh, serta (3) artikel yang bersifat opini tanpa landasan metodologis yang jelas.
Prosedur Seleksi Artikel
Proses seleksi artikel mengikuti alur PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pada tahap awal, sebanyak 42 artikel diidentifikasi melalui mesin pencari jurnal daring dan repositori ilmiah. Setelah proses eliminasi duplikasi, diperoleh 30 artikel unik yang kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak. Seluruh artikel tersebut memenuhi kriteria kelayakan dan dianalisis secara menyeluruh untuk disertakan dalam sintesis akhir..
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Gambar 1 Tahapan Systematic Literature Review
Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa proses seleksi artikel yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pada tahap identifikasi, sebanyak 42 artikel diperoleh dari berbagai sumber daring yang relevan. Setelah dilakukan proses eliminasi terhadap artikel yang bersifat duplikat, tersisa 30 artikel yang berbeda dan tidak redundan untuk kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak guna menilai kesesuaian topiknya dengan fokus penelitian. Seluruh artikel tersebut selanjutnya dievaluasi secara menyeluruh pada tahap kelayakan, dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari proses seleksi menunjukkan bahwa 30 artikel memenuhi kriteria dan diikutsertakan dalam tahap sintesis akhir. Alur seleksi ini mencerminkan penerapan prinsip sistematis dan transparan dalam studi literatur, serta memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan berkualitas yang digunakan dalam merumuskan rekonstruksi perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah di era digitalisasi finansial.
Teknik Analisis Data
Analisis dilakukan dengan menggunakan metode thematic analysis untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang relevan. Prosedur analisis mencakup: (1) pembacaan ulang secara menyeluruh terhadap setiap artikel untuk memahami konteks, (2) pemberian kode awal terhadap informasi penting, (3) pengelompokan kode menjadi tema awal, (4) peninjauan dan penyempurnaan tema, dan (5) penamaan serta penyusunan tema akhir. Beberapa tema utama yang muncul antara lain: kerangka regulasi dan perlindungan hukum digital, peran otoritas pengawas (OJK dan DPS), risiko perlindungan konsumen dalam sistem digital, dan integrasi prinsip syariah dalam transaksi perbankan digital.
Kualitas dan Indeksasi Artikel
Artikel yang digunakan berasal dari jurnal dengan reputasi akademik yang beragam. Sekitar 10 artikel berasal dari jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–4, 12 artikel dipublikasikan di jurnal open access yang tercantum dalam DOAJ, dan 8 artikel lainnya berasal dari jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau setara, seperti Emerald, IMF, atau ResearchGate. Identifikasi kualitas jurnal dilakukan melalui penelusuran pada laman SINTA, DOAJ, dan Scopus untuk memastikan kredibilitas sumber referensi.
Pertanyaan Peneltian (Resesarch Quetion)
Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara sistematis literatur yang relevan terkait perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah di era digitalisasi finansial. Untuk memastikan fokus dan arah pencarian literatur yang tepat, digunakan kerangka PICOC sebagai berikut: population (populasi), intervention (intervensi), comporison (perbandingan), outcomes (hasil), dan context (konteks) yang merupakan pendekatan standar dalam metode SLR. Hal ini dilakukan dalam proses seleksi literatur yang akan diuraikan pada Tabel 1 mengenai PICOC rekonstruksi perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah di era digitalisasi finansial.
Tabel 1 Ringkasan PICOC
	population
	Konsumen perbankan syariah, khususnya dalam konteks digitalisasi finansial.

	intervention
	Strategi perlindungan konsumen, regulasi syariah, kebijakan digital banking.

	comporison
	Perbandingan pendekatan perlindungan sebelum dan sesudah digitalisasi; antara sistem konvensional dan syariah.

	outcomes
	Model rekonstruksi atau formulasi perlindungan konsumen yang lebih responsif dan sesuai prinsip syariah.

	Context
	Era digitalisasi finansial, baik secara nasional (Indonesia) maupun global (internasional).


	
Research Question (RQ) mengenai penelitian ini sebagai bagian alat analisis penelitian yang akan dibahas dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel Research Question (RQ)
	Kode
	Pertanyaan Penelitian
	Motivasi

	RQ1
	Bagaimana pendekatan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah dikembangkan dalam konteks digitalisasi finansial menurut literatur terkini?
	Mengidentifikasi model pendekatan terkini yang relevan dan adaptif dalam sistem perbankan syariah digital.

	RQ2
	Strategi atau kebijakan apa yang diterapkan dalam perlindungan konsumen digital di sektor perbankan syariah, dan bagaimana efektivitasnya menurut hasil studi sebelumnya?
	Menggali praktik regulasi dan evaluasi strategi nyata yang telah diterapkan dalam konteks digital syariah.

	RQ3
	Apa saja perbedaan antara pendekatan perlindungan konsumen dalam sistem perbankan syariah dan sistem konvensional di era digital?
	Melihat keunikan sistem syariah dan peluang perbaikannya dibanding pendekatan konvensional.

	RQ4
	Bagaimana prinsip-prinsip syariah diintegrasikan ke dalam regulasi perlindungan konsumen pada transaksi digital dalam perbankan syariah?
	Menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai Islam.

	RQ5
	Apa tantangan dan risiko utama yang dihadapi konsumen perbankan syariah dalam sistem digital, dan bagaimana literatur mengusulkan solusi atau rekonstruksi kebijakan untuk menghadapinya?
	Mengungkapkan celah atau potensi masalah yang belum tertangani, serta rekomendasi literatur untuk perbaikannya.

	RQ6
	Bagaimana kerangka konseptual perlindungan konsumen perbankan syariah digital yang dapat disusun berdasarkan hasil sintesis literatur?
	Merumuskan model konseptual atau pendekatan teoretis baru yang komprehensif dan adaptif untuk perlindungan konsumen syariah berbasis digital, berdasarkan temuan dan gap yang diidentifikasi dalam studi literatur.



Tabel 2 merupakan metode untuk mengidentifikasi penelitian dengan menurunkan lima pertanyaan penelitian utama (RQ1–RQ5) berdasarkan kerangka PICOC, yang mengarahkan fokus kajian terhadap perlindungan konsumen dalam sistem perbankan syariah digital. Research question yang paling berperan dalam kajian ini adalah RQ2, RQ4, dan RQ5, yang secara langsung membahas strategi perlindungan, integrasi prinsip-prinsip syariah dalam regulasi digital, serta tantangan dan solusi yang ditawarkan oleh literatur. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk merumuskan model rekonstruksi perlindungan konsumen yang adaptif terhadap risiko digital dan tetap berpijak pada nilai-nilai syariah. Sementara itu, RQ1 dan RQ3 digunakan sebagai dasar untuk memahami konteks umum pendekatan perlindungan serta perbandingan dengan sistem konvensional yang dapat memperkuat analisis. Langkah selanjutnya adalah melakukan sintesis tematik untuk memetakan kontribusi setiap aspek dalam membentuk sistem perlindungan konsumen syariah yang kuat, responsif, dan relevan di era digitalisasi finansial.

Gambar 2 Peta Pikiran Tinjauan Literatur
Strategi Pencarian (Search Strategy)
Strategi pencarian dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan ketercakupan literatur yang relevan dan mutakhir mengenai perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di era digitalisasi finansial. Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa database akademik terkemuka seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest menggunakan kombinasi kata kunci utama seperti "perlindungan konsumen", "perbankan syariah", "digitalisasi finansial", dan "regulasi perbankan digital". Selain itu, penelitian ini juga membatasi sumber pada artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2025) untuk mendapatkan data yang relevan dan kontekstual dengan perkembangan terbaru di bidang tersebut.
Proses seleksi dilakukan secara bertahap dengan menyaring judul, abstrak, dan kata kunci terlebih dahulu untuk mengeliminasi literatur yang kurang relevan. Selanjutnya, studi literatur yang memenuhi kriteria dimuat dalam analisis mendalam dengan memfokuskan pada aspek teori perlindungan konsumen, mekanisme regulasi, serta tantangan dan solusi dalam konteks perbankan syariah digital. Pendekatan ini juga melibatkan cross-referencing dari artikel yang relevan untuk memperkaya kajian dan memastikan integritas data yang diperoleh. Dengan demikian, strategi pencarian ini mendukung validitas dan reliabilitas penelitian konseptual yang dilakukan.
Tabel 3 Strategi Pencarian Literatur
	No
	Strategi
	
	Pencarian Kata Kunci
	Jumlah Artikel

	1.
	Population
	Perlindungan konsumen

	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Perlindungan+konsumen&btnG=
	423.000

	
	
	Perbankan syariah
	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Perbankan+syariah&btnG=
	427.000


	
	
	Digitalisasi Finansial
	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Digitalisasi+Finansial&btnG=
	30.300

	2.
	Menentukan Topik utama
	Perlindungan konsumen dalam perbankan digital syariah

	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Perlindungan+konsumen+dalam+perbankan+digital+syariah&btnG=
	15.200


	
	
	Aspek hukum dan etika dalam transaksi perbankan syariah digital
	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Aspek+hukum+dan+etika+dalam+transaksi+perbankan+syariah+digital&btnG=\
	11.700

	3.
	Intervention
	Digitalisasi layanan perbankan syariah

	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Digitalisasi+layanan+perbankan+syariah&btnG=
	10.100


	
	
	Implementasi teknologi finansial (fintech) dalam perbankan syariah
	https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Implementasi+teknologi+finansial+%28fintech%29+dalam+perbankan+syariah&btnG=
	11.000



HASIL DAN PEMBAHASAN
Signifikansi Literatur (RQ1)
Hasil signifikansi literatur dalam SLR ini ditemukan 30 artikel pada 30 jurnal terpilih yang membahas perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah di era digitalisasi finansial. Artikel jurnal ini diterbitkan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2025 yang mendukung informasi terkini mengenai kondisi aktual perlindungan konsumen dalam layanan perbankan syariah digital. Publikasi tahun 2024 merupakan terbitan terbanyak dengan literatur terpilih yang meneliti topik perlindungan hukum, keamanan transaksi, dan peran otoritas dalam menjamin hak-hak konsumen. Terdapat beberapa artikel penelitian di tahun 2024 yang juga meneliti tentang kepuasan dan perilaku konsumen digital yang dijadikan masukan bagi bank syariah dalam memperkuat kebijakan perlindungan konsumen. Secara keseluruhan metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, kualitatif, kuantitatif, dan systematic literature review dengan alat analisis dan fokus kajian yang berbeda-beda.
Tabel 4 Signifikansi Literatur Terpilih

	NO
	JUDUL
	PENULIS
	TAHUN
	LAMAN

	1.
	BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN TANTANGANNYA
	M. Yusuf, S. Sumarno, Parman Komarudin
	2022
	https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfaq/article/view/1654

	2.
	Legal framework governing consumers’ protection in Saudi digital banking
	Sara A. Aljudaibi, Y. J. Amuda
	2024
	https://systems.enpress-publisher.com/index.php/jipd/article/viewFile/5453/3652

	3.
	Digital Disruption in Banking
	X. Vives
	2019
	https://consensus.app/papers/digital-disruption-in-banking-vives/f53389bffa265869bb2a6a8613503567/

	4
	Decision analysis of the non–adoption of digital Islamic banking in Indonesia
	Pantri Heriyati et al.
	2025
	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jima-09-2023-0273/full/pdf?title=decision-analysis-of-the-non-adoption-of-digital-islamic-banking-by-indonesian-consumers-a-structured-equation-modelling-approach

	5
	Digital Payment Transactions: Islamic Finance Perspective
	Mohd S. Shuib et al.
	2023
	https://semarakilmu.com.my/journals/index.php/applied_sciences_eng_tech/article/view/2014

	6
	Costumer satisfaction in the digital era: evidence from islamic banking
	Ghazi Zouari et al.
	2020
	https://consensus.app/papers/customer-satisfaction-in-the-digital-era-evidence-from-zouari-abdelhedi/fedf625c568559388c4ba260ba8a9988/

	7
	Consumer Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions
	Dwi Edi Wibowo
	2024
	https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6012476

	8
	A systematic review of customer Sharia compliance experience
	Roni Andespa et al.
	2023
	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jima-06-2023-0181/full/html

	9.
	Legal Reform of Consumer Privacy Rights Protection in Online Transactions Based on Islamic Economic Law Principles
	H. Hasanuddin et al.
	2024
	https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v22i2_3

	10.
	Legal Protection for Consumers in Online Buying of Islamic Products
	Zikra Maulida
	2023
	https://proceedings.unimal.ac.id/micolls/article/view/351

	11.
	Obstacles and Challenges of Islamic Banking in the Digital Age
	Yusiresita Pajaria
	2025
	https://jurnal.uwp.ac.id/feb/index.php/ie/article/download/479/349

	12.
	Transformation of Consumer Protection Against Loss of Customer Funds in Digital Banking
	Miftahul Azis, Faisal Santiago
	2024
	https://www.researchgate.net/publication/387496304_Transformation_of_Consumer_Protection_Against_Loss_of_Customer_Funds_in_Digital_Banking

	13.
	E-Commerce Via Mobile Banking: Contemporary Shariah Issues
	Ziad E. Yazid et al.
	2023
	https://consensus.app/papers/ecommerce-via-mobile-banking-contemporary-shariah-issues-yazid-zainol/dc5dd0f0f214532296e579855a5deb07/

	14.
	Legal Readiness Of Agreements Facing The Digital Economy Era
	Utary M. Barus et al.
	2024
	https://consensus.app/papers/legal-readiness-of-agreements-facing-the-digitalization-barus-azwar/ca59ac09b53a5e08b12679101e9082a8/

	15.
	Legal Protection of Banking Customers Who Are Victims of Cyber Crime
	Dicky M. Ibrahim et al.
	2024
	https://consensus.app/papers/legal-protection-of-banking-customers-who-are-victims-of-ibrahim-hidayat/879f1176a44c5dea85efee73565dcaf0/

	16.
	Juridical Review of Cyber Security Mobile Banking Users
	Florentina Dani et al.
	2024
	https://consensus.app/papers/juridical-review-of-cyber-security-mobile-banking-dani-kusuma/658f63e2994359a0ab02ed0845187422/

	17.
	Strategi Digitalisasi di Bank Syariah untuk Meningkatkan Layanan Konsumen
	A. Setiawan et al.
	2025
	https://consensus.app/papers/strategi-digitalisasi-di-bank-syariah-untuk-meningkatkan-setiawan-diadani/e7fb3c68f4b253beaa7f58d5843c8ff7/

	18.
	Islamic Perspective in Consumers Protecting of Digital Transaction
	Ricco Andreas et al.
	2019
	https://consensus.app/papers/islamic-perspective-in-consumers-protecting-of-ecommerce-andreas-andini/02bd907857bb52d69b66ba4d53871713/

	19.
	Consumer Protection in Muamalah Transactions
	Risfiana Mayangsari
	2024
	https://consensus.app/papers/consumer-protection-in-muamalah-transactions-mayangsari/2f4a91c033885f0a86dd08d5ee9eb7a2/

	20.
	Consumer Protection of Digital Financial Services
	E. Frolova et al.
	2020
	https://consensus.app/papers/consumer-protection-of-digital-financial-services-in-frolova-ermakova/24c30df65c8e59eca2f6da54ab100ab1/

	21.
	Legal Protection Against Bank Customers in Revocation of Digital Access
	Sriono et al.
	2021
	https://consensus.app/papers/legal-protection-against-bank-customers-in-review-of-sriono-dewi/ff4e2f5d0ec65907bee2ac1596a83afe/

	22.
	OJK and DPS Supervision from Sharia Economic Law Perspective
	Taufik Hidayat et al.
	2024
	https://consensus.app/papers/ojk-and-dps-supervision-from-sharia-economic-law-hidayat-majdidin/a041bcee03f75de2ae4142e093ba32ee/

	23.
	Consumer Behavior Analysis of Islamic Financial Technology Users
	Achmad Hatta et al.
	2023
	https://consensus.app/papers/consumer-behavior-analysis-of-islamic-financial-and-hatta-amarul/273eab4680db59ac9885cd0ad580ca6f/

	24.
	Consumer Satisfaction in Branchless Islamic Banking
	M. Ashraf et al.
	2025
	https://consensus.app/papers/consumer-satisfaction-in-branchless-islamic-banking-and-ashraf-amir/a7983fdc14ca551eb966085268ff56aa/

	25.
	Legal Protection of Consumers in Digital Transactions Based on Islamic Law
	H. Panjaitan, Nindyo Pramono
	2023
	https://consensus.app/papers/legal-protection-of-consumers-in-digital-transactions-panjaitan-pramono/67930e1ecf8754e389ebf60e6b25bb6e/

	26.
	Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah
	I. Nola
	2023
	https://consensus.app/papers/peran-ojk-dalam-perlindungan-konsumen-perbankan-syariah-nola/ebf6c7df085554ddacd127ca2dac0e29/

	27.
	Consumer Behavior in Islamic Banking: A Systematic Review
	ShabbirHusain R.V. et al.
	2024
	https://consensus.app/papers/consumer-behavior-in-islamic-banking-a-systematic-rv-annamalai/0f6c4cd03af257de91973903ff78c3ec/

	28.
	Peran Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Layanan Syariah
	R. Azizah et al.
	2024
	https://consensus.app/papers/peran-perlindungan-konsumen-dalam-era-digitalisasi-azizah-anggraeni/bf79854c56465b52a6ee2371da0bbea5/

	29.
	ABCD Technology: AI, Blockchain, Cloud, and Big Data in Islamic Finance
	Srishti Swain, Saikat Gochhait
	2022
	https://consensus.app/papers/abcd-technology-ai-blockchain-cloud-computing-and-data-swain-gochhait/d7ac379d3626541c874ca8aef2df732c/

	30.
	Islamic Finance, Consumer Protection, and Financial Stability
	Inutu Lukonga
	2015
	https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15107.pdf



Topik Penelitian (RQ2)
Perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah digital merupakan topik penelitian yang telah diulas secara sistematis pada Tabel 4. Hasil analisis data sekunder untuk menjabarkan topik ini difokuskan pada empat sub-topik utama yang akan disimpulkan, yaitu: mengidentifikasi bentuk risiko dan kerentanan yang paling dominan dialami konsumen dalam layanan perbankan syariah digital; menemukan pendekatan hukum dan kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan dalam transaksi digital berbasis syariah; merangkum usulan peneliti untuk rekonstruksi perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah; serta menyimpulkan strategi dan rekomendasi terbaik untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen dalam ekosistem perbankan syariah digital.
Tabel 5 Hasil Identifikasi Topik Penelitian
	   NO
	Author
	 Metode
	Hasil

	1. 
	Yusuf et al. (2022)
	Kualitatif, studi kepustakaan
	Regulasi bank digital syariah di Indonesia masih mengalami. kekosongan hukum dalam. perlindungan konsumen.

	2. 
	Aljudaibi & Amuda (2024)
	Yuridis normatif-komparatif
	Sistem perlindungan konsumen digital di Saudi memiliki perangkat hukum. yang lebih mapan dibanding Indonesia.








	3. 
	Vives (2019)
	Deskriptif, literature-based
	Disrupsi digital mempengaruhi struktur perlindungan konsumen di sektor perbankan.


	4. 
	Heriyati et al. (2025)
	Kuantitatif, SEM, 200 responden
	Rendahnya adopsi bank syariah digital dipengaruhi persepsi risiko dan kepercayaan terhadap perlindungan.



	5. 
	Shuib et al. (2023)

	Literature review

	Perspektif keuangan Istam menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi digital.


	6. 
	Zouari et al. (2020)


	Survei kepuasan konsumen

	Keamanan dan kepercayaan menjadi penentu utama kepuasan nasabah bank syariah digital


	7. 
	Wibowo (2024)

	Yuridis normatif


	Tantangan perlindungan. konsumen digital masih besar karena lemahnya pengawasan dan perlindungan data.


	8. 
	Andespa et al (2023)


	Systematic literature review


	Pengalaman syariah pelanggan bervariasi, dipengaruhi kualitas layanan digital dan nilai syariah.


	9. 
	Hasanuddin et al. (2024)


	Yuridis normatif


	Perlindungan privasi dan hak konsumen dalam transaksi online belum maksimal diterapkan.


	10. 
	Maulida (2023)


	Studi kasus, prosiding


	Konsumen sering dirugikan. dalam pembelian online produk syariah karena lemahnya kontrol digital


	11. 
	Pajaria (2025)

	Deskriptif kualitatif

	Tantangan digital banking syariah meliputi keamanan transaksi dan perlindungan. hukum lemah.


	12. 
	Azis & Santiago (2024)
	Yuridis normatif
	Banyak kasus kehilangan dana konsumen akibat minimnya perfindungan dalam digital banking.



	13. 
	Yazid et al. (2023)
	Literatur konseptual


	Isu syariah seperti gharar dan ketidakjelasan kontrak penting dalam perlindungan konsumen digital


	14. 
	Barus et al. (2024)


	Yuridis

	Kesiapan hukum menghadapi digitalisasi masih terbatas, termasuk aspek perlindungan konsumen.


	15. 
	Ibrahim et al. (2024)

	Yuridis empiris

	Cyber crime menjadi ancaman nyata bagi konsumen bank digital syariah tanpa perfindungan

	16. 
	Dani et al (2024)

	Studi hukum
	Pengguna mobile banking belum memiliki jaminan hukum yang kuat atas keamanan digital.

	17. 
	Setiawan et al. (2025)


	Studi pustaka
	Strategi digitalisasi perlu memperhatikan aspek keamanan dan hak konsumen secara syariah

	18. 
	Mayangsari (2024)
	Literatur hukum
	Transaksi muamalah modern membutuhkan perlindungan hukum ekplisit terhadap konsumen digital

	19. 
	Frolova et al. (2020)


	Analisis sistem keuangan
	Proteksi konsumen penting dalam menjaga stabilitas layanan keuangan digital

	20. 
	Sriono et al. (2021)


	Studi normatif
	Penarikan akses digital oleh bank tanpa prosedur adil merugikan nasabah

	21. 
	Hidayat et al. (2024)


	Yuridis-syariah
	Peran OJK dan DPS harus diperkuat dalam melindungi konsumen digital

	22. 
	Hatta et al. (2023)


	Survei pengguna fintech
	Perilaku pengguna fintech syariah dipengaruhi oleh persepsi keamanan dan etika syariah

	23. 
	Ashraf et al. (2025)


	Studi kuantitatif
	Layanan branchless banking perlu dukungan sistem perlindungan konsumen yang efektif

	24. 
	Panjaitan & Pramono (2023)


	Yuridis normatif
	Transkasi digital berbasis syariah memerlukan penguatan hukum perlindungan konsumen 

	25. 
	Nola (2023)


	Literature review
	OJK belum optimal dalam perlindungan konsumen bank syariah digital.

	26. 
	ShabbirHusain et al. (2024)


	Systematic review
	Perilaku konsumen bank syariah digital butuh pendekatan perlindungan berbasis nilai agama.

	27. 
	Azizah et al. (2024)


	Kualitatif
	Kesadaran konsumen dan literasi digital masih rendah dalam melindungi diri.

	28. 
	Andreas et al. (2019)

	Literatur normatif	
	Perspektif Islam menekankan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi digital harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, serta menghindari unsur gharar dan ketidakjelasan kontrak.

	29. 
	Swain & Gochhait (2022)


	Literatur teknologi keuangan
	Penggunaan Al, blockchain, dan cloud butuh regulasi etis untuk melindungi konsumen.

	30. 
	Lukonga (2015)


	Studi IMF
	Stabilitas sistem keuangan. Islam bergantung pada efektivitas perlindungan konsumen digital.



Topik pertama merupakan identifikasi bentuk risiko dan kerentanan yang dialami konsumen dalam transaksi perbankan syariah digital. Berdasarkan hasil analisis literatur yang disusun pada Tabel 4, sejumlah artikel menekankan berbagai bentuk risiko yang timbul akibat lemahnya perlindungan hukum dan belum optimalnya instrumen digital yang digunakan oleh bank syariah. Penelitian Azis & Santiago, (2024) menemukan bahwa banyak konsumen mengalami kerugian finansial akibat lemahnya pengawasan terhadap keamanan digital. Penelitian Ibrahim et al., (2024) juga menunjukkan bahwa kasus kejahatan siber seperti pencurian data dan akses ilegal terhadap rekening konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian Hasanuddin et al., (2024) menyoroti lemahnya regulasi perlindungan privasi dalam transaksi online berbasis syariah, yang mengakibatkan konsumen rentan terhadap penyalahgunaan data. Sementara itu, penelitian Sriono et al., (2021) menunjukkan bahwa penarikan hak akses digital oleh bank kepada nasabah tanpa mekanisme hukum yang adil dapat merugikan konsumen secara sepihak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam era digitalisasi finansial, risiko terhadap konsumen tidak hanya berasal dari sistem teknologi yang digunakan, tetapi juga dari ketidaksiapan hukum dan lemahnya kontrol kelembagaan.
Topik kedua mengidentifikasi pendekatan hukum dan kebijakan perlindungan konsumen yang digunakan dalam konteks transaksi perbankan syariah digital. Berdasarkan temuan literatur, pendekatan yang paling dominan adalah pendekatan yuridis normatif dengan basis maqashid syariah. Penelitian Yusuf et al., (2022) dan Barus et al., (2024) merekomendasikan adanya reformulasi peraturan perbankan syariah agar lebih adaptif terhadap transaksi digital. Sementara Aljudaibi & Amuda, (2024) melakukan studi komparatif antara sistem di Indonesia dan Arab Saudi, dan menemukan bahwa sistem perlindungan di Saudi lebih maju karena adanya harmonisasi hukum Islam dengan teknologi keuangan. Penelitian Panjaitan & Pramono, (2023) serta Hidayat et al., (2024) turut menekankan pentingnya penguatan peran otoritas seperti OJK dan DPS dalam pengawasan sistem perlindungan digital berbasis prinsip syariah. Rekomendasi literatur ini menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem perlindungan konsumen memerlukan pendekatan sistemik antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.
Topik ketiga menelaah indikator nilai-nilai syariah yang dijadikan dasar dalam membangun sistem perlindungan konsumen digital. Penelitian Andreas et al., (2019) menekankan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi digital harus berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan penghindaran gharar. Yazid et al., (2023) menegaskan bahwa kontrak digital dalam bank syariah harus dirancang agar bebas dari ketidakpastian dan tidak menimbulkan ketimpangan informasi antara bank dan nasabah. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan melindungi hak-hak transaksi yang sah. Penelitian lain seperti oleh Frolova et al., (2020) dan Swain & Gochhait, (2022) juga menyarankan agar inovasi teknologi dalam layanan perbankan syariah tidak sekadar mengikuti tren global, tetapi tetap dikawal oleh nilai-nilai etika Islam agar kepercayaan konsumen tetap terjaga.
Topik keempat merangkum solusi dan usulan terbaik yang ditawarkan oleh para peneliti untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam sistem perbankan syariah digital. Sebagian besar literatur merekomendasikan integrasi antara instrumen hukum, sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi digital konsumen. Penelitian Azizah et al., (2024) menyarankan adanya edukasi digital syariah untuk konsumen agar dapat memahami risiko dan hak-hak mereka dalam bertransaksi. Sementara Setiawan et al., (2025) dan Nola, (2023) menekankan bahwa bank syariah harus merancang sistem layanan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga mengakomodasi nilai perlindungan syariah secara substantif.
Secara umum, solusi yang ditawarkan mencakup: penguatan regulasi berbasis maqashid syariah, audit sistem digital berbasis syariah, peningkatan peran otoritas pengawas, dan pengembangan platform digital yang inklusif, aman, dan patuh syariah.
Metode Penelitian (RQ3)
Artikel jurnal terpilih menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam studi perlindungan konsumen perbankan syariah digital sangat bervariasi, dengan dominasi pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Pendekatan kuantitatif juga digunakan dalam beberapa artikel dengan teknik pengambilan sampel seperti purposive sampling, probability sampling, dan studi kasus. Penggunaan metode yuridis normatif terlihat pada artikel Hasanuddin et al., (2024), Panjaitan & Pramono, 2023, dan Yusuf et al., (2022) yang mengkaji aspek perlindungan hukum dan peran lembaga pengatur seperti OJK dan DPS.
Sementara pendekatan kuantitatif terlihat pada studi Ashraf et al., (2025), dan Heriyati et al., (2025), yang menggunakan metode survei untuk mengukur persepsi nasabah terhadap layanan digital berbasis syariah. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis regresi linier, statistik deskriptif, serta model SEM-PLS. Hal ini menunjukkan bahwa studi perlindungan konsumen dalam konteks digital tidak hanya dikaji secara hukum, tetapi juga dari perspektif perilaku konsumen dan sistem informasi.
[image: ]
Gambar 3 Persentase Teknik Analisis Data
            Sumber: Data diolah Penulis, 2025
Metode  Terbaik (RQ4)
Metode terbaik dalam penelitian perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah digital telah dibahas dalam berbagai artikel yang dianalisis dalam studi ini. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah struktur regulasi dan perangkat hukum perlindungan konsumen berbasis prinsip maqashid syariah. Penelitian seperti Hasanuddin et al., (2024), Panjaitan & Pramono, (2023), dan Yusuf et al., (2022) menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menjelaskan kekosongan norma dan kebutuhan rekonstruksi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan.
Selain itu, beberapa penelitian seperti Ashraf et al., (2025), dan Heriyati et al., (2025) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis persepsi dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan digital perbankan syariah dengan metode survei dan analisis SEM-PLS. Penelitian oleh Azizah et al., (2024) menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran lembaga keuangan dan literasi digital dalam mendukung perlindungan nasabah. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, pendekatan kombinatif antara metode yuridis normatif dan pendekatan empiris dianggap sebagai metode yang paling sesuai untuk meneliti perlindungan konsumen secara menyeluruh dalam konteks perbankan syariah digital, karena mampu menghubungkan aspek regulatif, nilai-nilai syariah, serta pengalaman langsung konsumen dalam ekosistem keuangan digital.
Indikator Perlindungan Konsumen (RQ5)
Indikator perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah digital merupakan topik penelitian yang menjadi bagian penting dalam pembahasan perlindungan nasabah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lima indikator utama yang menjadi tolok ukur perlindungan konsumen dalam sistem perbankan syariah digital, yaitu: keamanan sistem transaksi digital, perlindungan terhadap data pribadi konsumen, keterbukaan informasi dan transparansi layanan, kemudahan akses terhadap penyelesaian sengketa atau pengaduan, serta kesesuaian layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Indikator keamanan transaksi berkaitan dengan perlindungan konsumen dari risiko kejahatan siber dan penyalahgunaan sistem digital. 
Perlindungan data pribadi mencakup pengelolaan informasi konsumen secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika syariah. Transparansi layanan menjadi penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan dalam setiap transaksi. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses mencerminkan keberpihakan sistem terhadap hak-hak konsumen. Adapun prinsip kesesuaian dengan syariah menegaskan bahwa seluruh transaksi harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.
Usulan Peneliti (RQ6)
Hasil sintesis literatur menunjukkan adanya berbagai usulan dari peneliti yang dapat digunakan sebagai dasar rekonstruksi perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan syariah digital. Melalui pendekatan cross-comparison terhadap hasil penelitian, terlihat bahwa meskipun seluruh artikel menyoroti pentingnya perlindungan konsumen, masing-masing memiliki fokus yang berbeda berdasarkan latar belakang pendekatan metodologis, konteks negara, maupun ruang lingkup kajiannya.
Penelitian Panjaitan & Pramono, (2023), dan Yusuf et al., 2022) misalnya, menekankan perlunya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan syariah. Mereka menyoroti bahwa perangkat hukum yang ada belum mampu memberikan jaminan hukum yang memadai kepada konsumen dalam lingkungan digital. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi perlindungan konsumen konvensional dan kebutuhan sistem keuangan syariah modern, yang memerlukan pendekatan berbasis maqashid syariah untuk perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan, dan transparansi.
Berbeda dengan itu, penelitian Ibrahim et al., (2024), dan Swain & Gochhait, (2022) lebih menekankan integrasi teknologi keuangan canggih seperti blockchain dan AI dalam sistem layanan perbankan. Mereka berargumen bahwa perlindungan konsumen tidak hanya harus dibangun dari sisi hukum, tetapi juga dari arsitektur sistem yang mampu menjamin keamanan, privasi, dan keterlacakan (traceability) terhadap transaksi digital. Hal ini memperluas definisi perlindungan konsumen dari hanya sekadar perlindungan pasca-transaksi, menjadi perlindungan sejak awal melalui desain sistem yang beretika.
Penelitian lain, seperti oleh Azizah et al., (2024) dan Hidayat et al., (2024), mengangkat pentingnya literasi digital syariah sebagai fondasi penguatan posisi konsumen dalam sistem perbankan syariah digital. Mereka menegaskan bahwa rendahnya pemahaman konsumen terhadap fitur layanan dan hak-hak mereka membuka celah terhadap eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi digital. Usulan ini berlandaskan pada teori perlindungan konsumen yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga preventif dan edukatif.
Berdasarkan kerangka teori perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang efektif harus mencakup dimensi hukum, sosial, dan teknologis. Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan tersebut tidak cukup jika hanya mengikuti regulasi umum, tetapi harus selaras dengan prinsip syariah. Sementara itu, dari perspektif teori digitalisasi finansial, perlindungan konsumen harus diintegrasikan dalam desain sistem layanan keuangan sejak awal (security-by-design), bukan sekadar menjadi elemen tambahan.
Dengan demikian, sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa rekonstruksi perlindungan konsumen idealnya dibangun melalui pendekatan integratif: penguatan regulasi berbasis maqashid, penerapan teknologi yang aman dan etis, serta peningkatan literasi konsumen berbasis nilai Islam. Cross-comparison antar penelitian menegaskan bahwa tanpa pendekatan menyeluruh, perlindungan konsumen dalam perbankan syariah digital akan terus menghadapi tantangan sistemik.
KESIMPULAN
Artikel studi literatur ini mengkaji perkembangan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di tengah pesatnya digitalisasi finansial. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai teori klasik perlindungan konsumen, utilitarianisme, dan teori keadilan, serta analisis studi empiris dan literatur terkini, ditemukan bahwa digitalisasi membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam menjamin hak dan keamanan konsumen. Regulasi dan mekanisme perlindungan yang ada masih perlu direkonstruksi agar relevan dengan karakteristik transaksi digital dan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara aspek teknis digital, nilai-nilai syariah, dan kebijakan perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perubahan teknologi.
Rekonstruksi perlindungan konsumen harus mendorong lembaga perbankan syariah untuk mengadopsi teknologi dengan sistem keamanan yang kuat serta transparansi penuh dalam setiap transaksi digital. Otoritas pengawas perlu memperkuat regulasi yang tidak hanya berbasis kepatuhan teknis, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan dan kemaslahatan konsumen sesuai syariah. Edukasi dan literasi digital bagi nasabah juga menjadi aspek krusial untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan pada produk digital perbankan syariah.
Hasil kajian ini memperkaya literatur perlindungan konsumen dengan menggabungkan perspektif klasik dan modern dalam konteks digitalisasi finansial syariah. Teori utilitarianisme dan keadilan dapat dijadikan kerangka analisis lebih lanjut untuk mengembangkan model perlindungan konsumen yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan beretika. Penelitian ini juga membuka ruang integrasi teori hukum syariah dengan teori perlindungan konsumen konvensional dalam konteks inovasi teknologi finansial.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris yang mendalam mengenai efektivitas regulasi perlindungan konsumen digital di perbankan syariah di berbagai negara dengan konteks sosial-budaya berbeda. Selain itu, pengembangan model perlindungan konsumen berbasis teknologi blockchain dan AI yang sesuai syariah menjadi agenda riset yang sangat relevan. Kajian interdisipliner yang menghubungkan aspek teknologi, hukum, dan etika syariah juga penting untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam industri perbankan syariah digital.
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